
GtlUE.llNlJR (;ORONTALO

,',PERATURANGUBERNUR GORONTALO'
NOMOR 45 TAHUN2015

TENTANG

PELAKSANAANPERATURANDAERAHNOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PELAYANAN PUBLIK

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a.' bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan
pelayanan publik di Provinsi Gorontalo telah ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik, dipandang perlu menetapkan,
peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

Mengingat : 1.' Undang-Undang Nemer 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
N0mer 10, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

I

Nomor 2387);,
2. Un~ang-Unqa'ng Nemor 28 Tahun 1?99 ten tang Penyeleriggaran

t Negara yang Sersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
, • I ,

Nepotisme (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999
NOI11or 75,' TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); .

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontal0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

, I '

2000 Nomer 258, Tambahan Lembar:an Negara Republik
Indonesia No~or 4060);

4. Undang-Undang Nemor 14 Tahun200B i tentang Keteroukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lep1baran Negara Republik
Iqdonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun .2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtin
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899);

'1' ,

! '



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
P\;\blik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

, .
N~mor 4899);

7. U~dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negani Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
, Republik Indonesia Nomor 5234);

8.:~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang,
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

I
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
'Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

, I

10. Penituran Pemer.intah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
,

Organisasi,Perangkat Daerah (urmbaran Negara Republik
I Indonesia ,Tah"4n 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

" ,
Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun20 10 ten tang Disiplin
Pegawai Neger.i Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

I

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T~hun 2011 ten tang
Pe~bentukan, Susunan Organisasi dan !ata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daer.ah (Lembaran 'Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. P~raturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran' Negara Republik Indonesia, Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357};

14. Per~turan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pe1ayanan Perizinan ,
Terpadu di Daerah;



15. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Fa$i1itasi dan Pengaduan di Lingkungan Ke!l1enterian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RepubIik '
Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan !

Reformasi Birokrasi Nomor 15 T~un 2014 tentang pedoman
t Standar Pe1ayanan;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan.
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
, Pe'layanan PubHk;

.1 •

18. Pedlturan Mente"d Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perilbentukan Produk Hukum Daeram;

(

19. Peraturanl Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013
te'btang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Seki:etariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Da<rrah Nomor:09);

20 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 '. ,
tentang Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan '

ILembaran Daerah Nomor 10;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013

,
ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah.Nomor'l1.);

22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran
D'aerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan
Le.mbaranDaerah Nomor 12.);

"I' I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANGPELAKSANAANPERATURAN
DA~RAHNOMOR 1 TAHUN2013 TENTANGPELAYANANPUBLIK.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall
'!

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Qaerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah' Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oto~om.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
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selanjutnya disingkat
daerah sebagai un sur

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
I , I

DPRI::>,adalah lembaga perwakilan rakyat,
penyelenggara pemerintahan daerah. I

5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
• • I •

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ~elanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Goron tala.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat HUMD ;
adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi

I

Gorontalo.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan
'peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif. yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

9. Penyelenggara. Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara .adalah setiap in'stitusi pemerintah daerah, BUMD,
yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk kegiatan pelayanan
publik.,

10. Pimpi~ari Satuan Kerja Penye1enggara adalah Kepala SKPD dan
Direksi BUMD. t.

11. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
ada~ah Pejabat, Pegawai, petugas, dan setiap orang yang
mel~ksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik.

12. Qmbudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai
keweriangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik

"

yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerin tahan
termasuk yang ,diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara,
badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik Negara serta
badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publlk tertentu yang sebagian atau ,
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Berlanja Negara danl atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

13. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
1

ataupun tujuan SKPD dan BUMD ~ebagai penjabaran dari visi,
I

misi serta strategi SKPD dan BUMDyang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan, sesuai

dengap program clan kebijakan yang ditetapkan.
, .

14.Masyarakat ad~ah orang perseorangan, kelompok atau, badan
quktim yang oerkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan '
publik', baik 'se~ara lang sung maupun tidak l~ngsung.

I
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15. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai.

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan aduan penilaian kualitas .
.pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada'

,
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkwalitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

16. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang'

meIiputi penyiinpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme

penyampaian informasi dari penyelenggara l{epada masyarakat dan '
sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf
braille, bahasa 'gambar, danjatau bahasa lokal, serta disajikan

secara manual atau elektronik.
17. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi

keseluruhan rincian kewajiban dan janji' yang terdapat dalam

stal1dar pelayanan.
18. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran: secara,

~omprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang
aiperoleh dari' hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pel'ayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

19. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan
kewajiban . penyelenggara pelayanan publik untuk
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenal
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme
pertanggungjawaban secara periodik.

20. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang

berisi informasi ten tang ketidaksesuaian antara pelayanan yang

tliterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
21. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengadu~n atas

penyelenggaraan' pelayanan publik yang diberikan oleh
.,

peny,denggara dan"pelaksana.
22. Serigketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam,

I '

bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan
penyelenggara pelayanan publik akioat ketidak sesuaian antara:
pe1ayanan yang .diterima dengan standar pelayanan publik yang'
telah ditetapkan.

" ,
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya,

disingkat APBN adalah Anggaran Pendapat~n dan Belanja Negara
Repuplik Indonesia.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daetah yang selahjutnya'
.disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo.



BAB II

,'RUANGLINGKUPPELAYANANPVBLIK

Pasal2

(1) Ru~ng lingkup pelayanan publik melippti:
a. pelayanan barang publik;
lb. pelayanan jasa publik;dan
,~. pelayanan administratif.

(2) 'Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (I} meliputi

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, r

komunikasl dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya, alam,

pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pasa13
(1) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Flyat (1) huruf a yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
,bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik

berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.~ .

(2) .'Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

m~liputi :
, . I

ia.pengadaaan dan penyaluran barang p:ublik yang dilakukan
I : - J I ,

',oleh SKPD yang sebagian atau s~luruh dananya bersumber

'dari APBNdanl atau APBD;
b'..pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh

suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau,
seluruhny,a bersumber dari kekayaan daerah yang
.dipisahkan;dan

c. p'engadaan " dan penyaluran bar-ang publik , yang
i

'pembiayaannya tidak bersumber dari APBD, atau badan
'usaha yang modal pendiriannya' sebagian atau seluruhnya

. I

bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
I. 1

, ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

"

Pasal4
(1) pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat

(1) .huruf b yaitu pelayanan yang menghasulkan berbagai bentuk
jasa, yang dibutuhkan oleh publik, meliputi :
a. p,enyediaan jasa publik oleh SKPDyang 'sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari APBNdan/atau APBD;

6



•b. penyediaan jasa publik yang dilaklikan oleh suatlJ badan

usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan;dan

!

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidakbersumber
I

dari APBD, atau badan usaha yang modal pendiriannya I

sebagian atau selurluhnya bersumber dari kekayaan daerah
yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan jasa publik se9agaimana dimaksud pada ayat (I) harus

,m~'!n,enuhi skala kegiatan berdasarkan ukuran besaran biaya
terte'ntu yang, digunakan dan jaringan yang dimiliki, dalam

(kegi~tan pe1ayanan publik unttik dikategorikan sebagai'
, ,

PenyeIenggara.,

dalam rangka
kehormatan, :

Pasal5
PelayaIian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf c yaitu pelayanan yang menghasilkaI\ berbagai bentuk dokumen I

resmi yang dibutu,hkan oleh publik, meliputi :
a. tindakan administratif Pemerintah Daerah

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga,
i

martabat, dan harta benda warga Negara;dan
b. tinda~an adminstratif oleh instansi rion pemerintah yang diatur

dala.r:n;peraturan perundang-undangari.

Pasal6
(1) Tin<;lakan administratif oleh 'instansi pemerintah sebagaimana'

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan dalam 'bentuk ,

pelay~nan pemberian qiokumen. berupa perizinan dan non

penzman.
(2) Dokumen berupa perizinan dan' non penzman sebagaimana'

dimaksud pada' ayat (I) merupakan keputusan administrasi

pemerintahan.
(3) Keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada .ayat (2) merupakan keputusan Penyelenggara yang bersifat .
;' n :
penetapan.,

(4) penyelenggara. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat.
mendelegasikan, wewenang atau melimpahkan wewenangkepada .
pihak lain. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasa17 j /

,
'Tindaka,n admin~stratif oleh instansi n~n pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam P.asal 5 huruf b diselenggarakan dalam bentuk .

j • : I

pelayanan pemberian dokumen non, perizinan sesuai dengan

ketentu~n perattiran perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

pelayanansistem

Bagian Kesatu
Sist~m Pelayanan Terpadu

Pasa18
dapat menyelenggarakan

'"

Penyelenggara
,

terpadu.
Sistem pelayanan terpadu sebagairriana dimaksud pada aya:: (1)

dls~lenggarakan dengan tujuan :
a. memberikah perlindungan dan kepastian hukum ,~o{epada

masyarakat;
b. ,mendekatkan pelayanan kepadamasyarakat;
c~ 'memperpendek proses pelayanan;

'I • ,

d~;mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, mu:-ah,

'transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e.. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk '

,memperoleh pelayanan.

(2)

(1)

Pasa19

Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)dilaksanakan dengan prinsip :
a. keterpaduan;

b. ekonomis;
c. koordinasi;'
d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e. akuntabilitas;dan
f. aksepabilitas.

Pasa110

(I), Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ,
ayat (I) merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan
terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan' secara

"

, terintegrasi dala~ satu tempat baik secara fisik maupun secara
~ir~ual sesuai dengan Standar Pelayanan.

. .' I

(2)I Sitem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud
• I : t ,

pada ayat (1) dapat dilaksanakan m<:(lalui:
a: ",Sistempelayanan terpadu satu pintu;danj atau

8



b. "sistem pelayanan terpadu satu atap.

(3) S,lstem pelayanan terpadu secara,.virtual sebagaimana dimaksud ,
pa~a ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan

derigan memadukan pelayanan secara elektronik.

Pasal 11
., '

(1), Slstem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana di~aksud'
dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara

'! memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan '

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan' proses:
I

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaia~ produk pelayanan melalui satu pintu.

(2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib,
dilaksanakan untuk jenis pe1ayanan perizinan dan non perizinan '

bidang penanaman modal.
(3) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu

I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang dari,
Gubernur kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem

pelayanan satu pintu.
1,

I •

(4) Pendelegaslan, , wewenang atau pelimpahan wewenang
se,bagaimanfi' dimaksud pada a~at (2) ditetapkan 'dengan

"
i Peraturan ,Qubernur sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)meliputi :
a. ,penerimaan dan pemrosesan permohonan yang d'iajukan'

, sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk'
pelayanan sesuai dengan ketentuan 'peraturan perundang-
"undangan;

b: penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi
,persyaratan Standar Pelayanan;

c. "pemberian persetujuan danl atau penandatanganan
dokumen perizinan danl atau ,non perizinan atas nama,
'pemberi delegasi wewenang sesual dengan ketentuan'
peraturan perundang-undangan;

d'.. pemberian persetujuan danl atau penandatanganan '
,dok:umen perizinan danl atau non perizinan oleh penerima !

..' wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- '
,undangan;

9



,',

e. penenmaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan •

sesuaJ. dengan ketentuan peraturan perundang- I

undangan;dan

f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Pasal12

(1) Penyelenggaraan sistem pelayanan satu atap sebagaimana I

dimaksud dalam Pasa1 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan

cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/ atau beberapa
organisasi Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan '

secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap
permohonan 'sampai dengan tahap penyelesaian produk ,,
l~yanan melalui satu atap.

(2)Pe:nyelenggaraan sistem pe~ayanC\n satu atap sebag'aimana,
qi'maksud pacla ayat. (1) dilaksan~an berdasarkan penugasan '

, dari pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara pelayanan kepada :
Pelaksana' di lingkungannya untuk menyelenggarakan'

I . , '

pelayanan pada lokasi penyelenggaraan sistem pelayanan,

terpadu satu'atap dengan penugasan tersebut.

(3) Pelaksana yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mempunyai kewenangan :
, ,

a.' penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan:

sesuai dengan Standar Pelayanan;
b.' penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi

Standar Pelayanan;
c. persetujuan permohonan pelayanan yang telah memenuhi,

Standar Pelayanan;
d., pengajuaIl; penandatanganan dokumen penzman dan non,

" "perizinan kepada pimpinari instansi pemberi perrugasan
, : sesuai Standar Pelayanan;
e.' penyampaian produk pelayahan berupa perizinan dan/ atau

"

: non perizinan kepada pemohon;dan '
1. " penedmaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan '

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) penyelengg~ra sistem pelayanan terpadu seba~aimana,
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melakukan koordinasi ,

o

dan konsultasi dengan instansi/ satuan kerja yang I

mendelegasikan atau yang melimpahkan wewenang, terutama
menyangktit aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan.

10
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"

, "

(2) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana
I

dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan'

penyelengga,raan pelayanan kepada instansi/ satuan kerja yang

,mendelegasikax: wewenang atau yang melimpahkan wewenang'
,dimaksud, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

, Bagian Kedua

Standar Pelayanan
Pasa114

(1) Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan
,menerapkan'Standar Pelayanan.

(2) Dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada, ayat {l}, Penyelenggara wajib mengikutsertakan,
rv1'asyarakatdan Pihak Terkait serta m~ngacu pada ketentuan:
teknis yang te1ah ditetapkan 's,esuai dengan ketentuan,

peraturanperundang-undangan.
(3) ,Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur,

,dengan Peraturan Gubernur.

Pasal15
(1) Masyarakat dan Pihak Terkait sepagaimana dimaksud dalam

',Pasal 14 ayat (2) terdiri atas :
a. wakil semua pihak berkedudukan sebagai penerima

manfaat Pelayanan Publik baik secara langsung maupun'

tidakiangsung; dan/atau
b. wakil tokoh Masyarakat, akademisi, dunia usaha, '

organisasi profesi, dan/ atau lembaga swadaya masyarakat.
(Q) Penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beserta jumlahnya, ditentukan oleh

Penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi"
dan kepedulian dibidang pelayanan yang bersangkutan.

(3) Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 didahului dengan penyiapan RancanganStandar'
Pelayanan oleh Penyelenggara.

(4) Penyiapan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana !

dimaksud pada ayat (1) harns berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan Penyelenggara.

(5) Dalam penyiapan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melibatkan
;:Masyarakat danl atau Pihak Terkait.

,I 1 f
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i ,. Pasal16

1

1.

Dalam Inemberi~an Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum,
wajih mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

a.Komponen' Standar Pelayanari yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

,1, I ,I

1. persyaratan;
2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
,3.' jangkawaktu penyelesaian;

4." biaya/tarif;

5. produk pelayanan;dan
'6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

b. komponen S,tandar Pelayanan yang terkait dengan proses,

pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
,meliputi:
'~l.' dasar hukum;

2: sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
3., kompetensi pelaksana;

'4: pengawasan internal;
5. jumlah pelaksana;
"6. jaminan pelayanan;
7. jaminah keamanan dan keselamatan pelayanan;dan

8. evaluasi' kinerja pelaksana.

Pasal17
(1) Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam,

Pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) wajib dibahas oleh,

Penyelenggara dengan mengikutsertakan Masyarakat dan
I

Pihak Terkait untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara

dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.:
(2) Kemampuan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terutama menyangkut sumber daya yang dimiliki, meliplJti :
,a. Dukungan pendanaan yang dialokasikan' untuk

" " penyelenggaraan pelayanan.
, . '.

':b: Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari
segi k~alitas maupun kuantita~;dan ,. '

.c. Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas yang digunakan
, , , .

" untukmenyelenggarakan pelayanan.
(3) 'Basil pembahasan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara'
;

penyusunan Standar Pelayanan dengan dilampiri daftar hadir'
, 1

peserta rapat.
' ..

I '



diperbaiki
ditetapkan '

I"

•
Pasal 18

. .

(1) Rancangan Standar Pelayanan yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 wajib dipublikasikan oleh

Penyelenggara kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari
k~rja sejak ditandatangani, berita acara penyusunan Standar

,
~e]ayanan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.

(2) Masyarakat atau Pihak Terkait' da.pat '~engajukan tanggapan
" }

a~u masukan terhadap rancangan' Standar Pelayanan

sel:>agairriariadimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak dipublikasikan.
(~) Penyelenggara . wajib me6perbaiki rancangan ~tandar

Pelayanan berdasarkan ta,nggapan atau masukan sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2) paling lama 14 (empkt belas) hari kerja
batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari

masyarakat atau pihak terkait.
(4) Rancangan, Standar Pelayanan yang telah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya

oleh Penyelenggara menjadi Standar Pelayanan.

Pasal19
(1) Dalam hal masyarakat atau pihak terkait yang mengajukan

I

tanggapan atau masukan tidak puas terhadap perbaikan yang

telah dilakukan olehPenyelenggara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4), dapat melaporkan ,kepada
C>mbudsman..
" '

(2) Ombudsman' menyelesaikan pengaduan keberatan
'sebagaimaila dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

p~raturah perundang-undangan.

Pasal20
(1) Penentuan biayajtarif yang dituangkan dalam Standar

Pt:;layanan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuari DPRD
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Biayaj tarif pelayanan yang penetapam1ya berpedoman pada
peraturan perundang-undangan tersen~iiri dikecualikqn dari:
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

, '

(3) Dalam hal pemberlakuan biayajtarif pelayanan sebagaimana
"dimaksud pada ayat (1) belum' mendapatkan persetujuan

DPRD, dapat menggunakan biayaj~arifyang masih berlaku.

! '
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Pasal21. '

(I)' Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ,
, '

, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Penyelenggara

wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
(2) ,Maklumat Pe1ayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)'

1

'j inerupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban '
Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan :
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

(3) Maklumat Pe1ayanan wajib dipublikasikan secara je1as dan

luas.
(4) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar
I

Pelayanan ditetapkan.

Pasa122
Penyelenggaraa. dan Masyarakat wajib menggunakan Standar,
Pelayanan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas

penyelenggara pelayanan.
, I

,I •

Pasa123
~1)'O'alam ra~gka optimalisasi pelayanan, Penyelenggara wajib'

~elakuk~~ evaluasi penerapan 'Standar Pelayanan' secara
!

berkala setiap 1 (satu) tahun.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk melakukan'
perubahan Standar Pelayanan.

• I

(3) Perubahan Standar Pelayanan sebagai,mana dimaksud pada
ayat (2) dil~ukan dengan mengikuti m~kanisme sebagaimana:
dimaksud dalam Pasal 17 dan pasal 18

Pasal24
(1) Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan

peninjauan kembali setiap 3 (tiga) t,ahun.
(2) ,Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara untuk melakukan,

'perubahan Standar Pelayanan.
(3) Perubahan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ~

ayat (2) dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagaimana'
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18. '

! '
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Bagian Ketiga

Maklumat Pelayanan

Pasa125
(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat.

Pelayanan yang merupakan pemyataan kesanggupan!

Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1).
(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1)

wajib dipublikasikan untuk diketahui oleh masyarakat~ ',., ,

Bagian Keempat
Survei Kepuasan Masyarakat

Pasa126
(1) Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, diperlukan:

, "

,penilaian atas pendapat masyarakat melalui penyusunan'

Surv'ei Kepua,san Masyarakat yang dilaksanakan paling sedikit:
.1'(satu) tahun sekali.

(2) Dasar pengukuran Survei Kepuasan Miisyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi:

',.
a. persyaratan;
b. prosedur;
',c. waktu pelayanan;
d.' biayaj tarif;
e. produk spesifikasi jenis ,pe1ayanan;
,f. kompetensi pelaksana;

g.' perilaku pelaksana;
h., maklumat pelayanan;
i.:, penanganan pengaduan, sarana dan masukan.

Pasa127
(1) ,H~sil at~s Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan,

dalam bentuk skoringj angka absolut, tetapi dapat pula

.disajikan dalam bentuk kuantitatif (baik atau buruk).
1(2),Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wqjib diinformasikan'

'; kepada publik termasuk metode survei.
(3) Penyampaia,n hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat.

disampaikan melalui media massa, website, dan media sosial

Pasa128
(1) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap'

penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui

tahapan sebagai berikut :



'i.',

, f:
.• 1'

g:,

h.

a. rnenyusun instrurnen survei;
b. rnenentukan besaran dan teknik penarikan sarnpel;
c. rnenetukan responden;
'd~ rnelaksanakan survei;
" '~; rnengolah hasil survei;

kornpetensi pelaksana;
perilaku pelaksana;
rnaklurnat pelayanan; dan
penanganan pengaduan, sarana dan' masukan.

Pasa129
Survei Kepuasan Masyarakat dapat rnenggunakan teknik survei
an tara lain: '
a. kuesioner dengan wawancara tatap rnuka;
b. kuesioner rnelalui pengisian sendiri, ter~asuk yang dikirirnkan;

melalui surat;
,

c. kuesioner e1ektronik (internet/ e-survel)
d. diskusi kelompok terfokus;dan r

e. ,'wawancara tidak terstruktur rnelalui wawancara rnendalam.

Bagian Kelima
Sistern Inforrnasi Pelayanan

Pasa130
(1) Dalarn rangka mernberikan dukungan informasi terhadap,

'penyelenggaraan pelayanan ,publik, 'dilaksanakan Sistern,
I~formasi yang rnudah diakses oleh rnas:yarakat.

(2) ,S:etiap inforrnasi pelayanan pubtik harus dapat diperoleh
Masyarakat dengan cepat, tepat, rnudah, dan sederhana.

(3) S,istern inforrnasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) memuat
.'inforrnasi pelayanan publik yang terdiri atas sistem imforrnasi
, elektronik dan sistern inforrnasi non elektronik, paling sedikit
rneliputi : .
a. profil penyelenggara;
b. profil pelaksana;
c. standar pelayanan;dan
d. maklumat pelayanan;
e. pengelolaan pengaduan;dan
f. penilaian kinerja.

Bagian Keenam
Penanganan Pengaduan

Pasa131
(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan'

publik yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, kepada
"P,enyelenggara,Ombudsman dan! atau DPRD.
" .

, ,.,

,
! '
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(2) f>erigaduan ~iisampaikan secara tertulis m'emuat :, '

'a ..~ama dan alamat lengkap;
tb. uraian pel~yanan yang tidak, sesuai dengan Standar

. Pelayanan ;dari uraian kerugian material atau immaterial

yang diterima;
, I

c. permintaan penyelesaian yang diajukaq;dan
d. tempat, waktu penyampaian, dan tandt;l tangan.

(3) pengaduan dilaksanakan paling lambat i 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak pihak yang mengajukan pengaduan menerima
pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan., .

(4) Penyelenggara wajib menangani 'dan menindaklanjuti
pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan paling
lamb at 14 {empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.

(5) Prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan 'sesuai
, '

de~gan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang
berlaku.

BABIV
SANKSI
Pasal32

Pelanggaran terhadap setiap ketentuan penyelenggaraan Pelayanan
Publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
Jndangan yang berlaku. :

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasa133
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

,r

2015

I

2015 '
81 Q-ORONTALO,

"

BERITA DAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2015 NOMOR
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